Mcnimbang

SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 143 TAHUN 2025

TENTANG

* RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

a. bahwa dengan tclah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah  Kabupaten  Ngawi
Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan selama
periode 5 (lima) tahun sebagai upaya dalam pencapaian
Visi dan Misi Kabupaten Ngawi;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 123
ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat
Dacrah yang telah diverifikasi disampaikan kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk
ditetapkan dalam Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu)
bulan sctelah Peraturan Daecrah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Dacrah Tahun 2025-2029.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Dacrah-Dacrah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41), Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan
Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pcnyclenggaraan Ncgara Yang Bersih dan Bcbas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Pcnataan Ruang (Lembaran Republik  Indoncsia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Unaang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesie. Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pcmcrintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraluran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintahan
Dacrah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoncsia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pclaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pcmbanguna'n
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 ten'tang
Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Nasmnf’d
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Pcraturan Dacrah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup  Strategis Dalam  Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemcrintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
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Keputusan Menteri Dalam Necgeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Timur 2023-2043 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri DJ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Nomor 4 Seri D);

_Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023

Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daecrah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024
Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025
Nomor 02);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022
Nomor 26).




MEMUTUSKAN:

Menctapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH  PADA SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1
Rencana Strategis Perangkat Dacrah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Dacrah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan beserta

subkegiatannya dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Dacrah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dacrah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dan bersifat

indikatif.

Pasal 3
Rencana Strategis Perangkat Dacrah pada Sckretarial Dewan Perwakilan Rakyz.ll
Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah pada setiap tahunnya.

Pasal 4

(1) Rencana Strategis Pcrangkat Cacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal
1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a. bab I, mengatur mengenai Pendahuluan;

b. bab 1I, mengatur mengenai Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu
stratcgis perangkat dacraly;

c. bab 111, mengatur mengenai Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;

d. bab 1V, mengatur mengenai Program, kcgiatan, subkegiatan dan kinerja
penyelenggaraan bidang urusan; dan

e. bab V, mengatur mengenai Penutup.




Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

hkan pengundangan Peraturan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta _
n Ngawi.

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGAWI,
ttil.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,
trd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 145




